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ABSTRACT

Procedure for registering a Regional Taxpayer Identification Number at the
Batu City Regional Revenue Agency. To obtain direct knowledge regarding the
procedures for registering Regional Taxpayer Identification Numbers at the
Regional Revenue Agency of Batu City. In this activity the author observes the
procedures for registering Regional Taxpayer Identification Numbers, inputting
new data, as well as collecting data on registration of Identification Numbers.
Corporate and individual Regional Taxpayers and so on. In implementing this, the
author conducted interviews with several sources who knew about the data needed
by the author, such as Ms. Damayanti as head of the service department, Mr.
Prasetyo as an employee of Bapenda, and Ms. Anita as an employee of Bapenda
who handles the registration procedures for Regional Taxpayer Identification
Numbers. 1. The first step is to open the website 'bapenda.batukota.go.id' on the
Google page. 2. After that, the main page of the website 'bapenda.batukota.go.id'
will appear. 3. After clicking on 'e- Regional Taxpayer Identification Number, 4.
Next you will get an OTP code. 5. Then the OTP code will be sent via the registered
email. 6. After successfully logging in, the taxpayer will be directed to choose the
type of taxpayer to be registered, whether as a personal taxpayer or corporate
taxpayer. 7. Fill in the forms for personal taxpayers and corporate taxpayers. 8.
After the form has been filled in according to the instructions then click on the menu
(Register Regional Taxpayer Identification Number). Each new taxpayer must
report himself and the business he runs as a regional taxpayer, and register Regional
Taxpayer Identification Number. Because Regional Taxpayer Identification
Number is the administrative identity of regional taxpayers that must be owned by
every regional taxpayer who carries out business activities.

Keywords: Regional Taxpayer Identification Number Registration, Bapenda
Website
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RINGKASAN

Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
Di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu; Diva Putri Suci Aprilia;
210903101053; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan

IImu Politik Universitas Jember.

Badan Pendapatan Daerah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah
di bidang pendapatan daerah. Di Kota Batu Badan Pendapatan Daerah dipimpin
oleh seorang kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota Batu melalui
sekretaris daerah. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 menyebutkan
bahwa, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas pembantu dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan nomor yang harus
dimiliki wajib pajak sebagai kartu identitas dalam administrasi perpajakan.
Digunakan untuk melakukan proses pembayaran pajak terhutang bagi wajib pajak
pribadi maupun wajib pajak badan yang menjalankan kegiatan usaha. Bagi wajib
pajak yang tidak memiliki NPWPD maka tidak dapat melakukan pelaporan dan
pembayaran pajak terhutangnya. Menurut Peraturan Wali Kota Batu Nomor 14
Tahun 2020 wajib pajak yang tidak melaporkan pajak terhutangnya maka akan di
kenakan sanksi atau bunga sebesar 2% paling lama tiga bulan. Bapenda Kota Batu
memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk mendaftar NPWPD secara
online melalui website Bapenda, agar semua wajib pajak dapat melaporkan pajak

terhutangnya.

Pelaksanaan praktik kerja nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah
Kota Batu. Beralamat di JI. Panglima Sudirman, Blok B, Lt,1 Balai Kota Among
Tani, Kota Batu, Jawa Timur 65313. Tujuan praktik kerja nyata ini yaitu untuk
mempelajari prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
dan cara melaporkan pajak daerah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

(NPWPD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan pelaksanaan
pemerintahan daerah, seperti membiayai rumah tangga daerah untuk
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah “Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk memungut
jenis pajak daerah”.

Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh penyelenggara pemerintah
daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah, yang memiliki wewenang dalam
mengelola pendapatan asli daerah. Semua proses administrasi yang
bersangkutan dengan pajak daerah biasanya dilaksanakan di Kantor Dinas
Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah. Untuk kota batu proses
perpajakan di lakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. Bapenda
kota batu pada tahun 2023 memberikann inovasi baru terkait proses
administrasi perpajakan yang di lakukan secara online, seperti proses
pendaftaran NPWPD melalui website Bapenda kota batu. Namun tidak
semua masyarakat kota batu memahami prosedur pendaftaran NPWPD
secara online tersebut, di karenakan prosedur tersebut masih terbilang
program baru di Bapenda kota batu.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan kartu
identitas yang harus di miliki bagi setiap wajib pajak daerah, setiap wajib
pajak daerah di haruskan memiliki kartu identitas tersebut untuk digunakan
dalam administrasi perpajakan. Nomor tersebut digunakan untuk memenubhi
kewajibannya melakukan pembayaran pajak daerah. Salah satu contoh
pajak daerah di kota batu yang mengharuskan wajib pajak memiliki
NPWPD sebagai identitas untuk melakukan kewajibannya adalah Pajak
Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan dan juga Pajak
Restoran. NPWPD sangat di butuhkan dalam melakukan pembayaran pajak

daerah yang telah di sebutkan sebelumnya, jika wajib pajak daerah tidak



memiliki NPWPD maka wajib pajak tersebut tidak dapat melakukan
pembayaran pajak daerah. Wajib pajak daerah yang tidak membayarkan
pajak terhutangnya maka telah melanggar Peraturan Wali Kota Batu Nomor
4 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa, setiap wajib pajak daerah pribadi
ataupun badan yang melakukan kegiatan usaha di kota batu maka di
nyatakan sebagai wajib pajak daerah dan di haruskan memiliki NPWPD.
Oleh karena itu pada pembuatan Laporan Tugas Akhir ini penulis tertarik
untuk mengambil judul tentang “Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Di Badan Pendapatan Daerah Kota
Batu”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis
mengajukan rumusan masalah yaitu sebagai berikut.
1. Bagaimana Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu?
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata
Untuk memperoleh pengetahuan secara langsung mengenai
prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) di
Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata
a. Bagi Mahasiswa
Manfaat Praktik Kerja Nyata bagi mahasiswa yaitu menambah
pengetahuan dan pengalaman kerja secara langsung, memperluas
pengetahuan dan menerapkan secara langsung teori yang telah di pelajari di
kampus.
b. Bagi Universitas
Manfaat Praktik Kerja Nyata bagi Universitas Jember dapat
menciptakan mahasiswa yang kompeten, berkualitas dan bertanggung

jawab dengan bekerja sama dengan instansi tempat Praktik Kerja Nyata.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Definisi Prosedur
Prosedur merupakan langkah-langkah atau tahapan dari suatu

kegiatan yang menjelaskan tahapan berupa penyelesaian dalam suatu
kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan mulai awal hingga akhir.
2.2 Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun
2023 Tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah merupakan “kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang
diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai tanda pengenal diri atau
identitas wajib pajak daerah dalam administrasi perpajakan. Kepemilikan
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan bentuk ketaatan
wajib pajak pribadi maupun badan, yang sedang menjalankan kegiatan
usaha dalam membayarkan pajak penghasilannya. Bagi wajib pajak yang
tidak memiliki NPWPD, maka tidak dapat melakukan pembayaran pajak
daerah atas penghasilan dari kegiatan usaha yang sedang dijalankan. Di
kota batu bagi wajib pajak daerah yang tidak melakukan pembayaran
pajak daerah, akan di kenakan sanksi administrasi hingga pembubaran
tempat usaha, dan telah melanggar Peraturan Wali Kota Batu Nomor 14
Tahun 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2018 Terkait
Nomor Identitas Pajak Daerah ‘“Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD) di peruntukan terhadap jenis pajak yang di bayarkan sendiri
berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak tersebut, adapun jenis pajak

yang dimaksud sebagai berikut.



1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Penerangan Jalan dan;
5. Pajak Parkir.
Lima jenis pajak di atas merupakan pajak daerah yang menggunakan
sistem pemungutan Self Assessment System, merupakan sistem
pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk
menghitung dan membayarkan jumlah pajak terhutangnya secara
mandiri.
Indonesia menerapkan tiga jenis pemungutan pajak yaitu;
1. Self Assessment System
Merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada wajib
pajak untuk menentukan besaran pajak terhutangnya dan melakukan
pelaporan secara mandiri.
2. Official Assessment System
Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada petugas
pajak untuk menentukan besaran pajak terhutang setiap wajib pajak.
3. Withholding Ssystem
Sistem pemungutan ini memberikan wewenang pemungutan pajak

oleh pihak ketiga.



3.1

BAB 3. METODOLOGI

Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.2

Pelaksanaan praktik kerja nyata dilaksanakan di Badan
Pendapatan Daerah Kota Batu. Beralamat di JI. Panglima Sudirman, Blok
B, Lt,1 Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur 65313.

Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Praktik kerja nyata ini dilaksanakan kurang lebih selama tiga
bulan dimulai pada tanggal 15 Januari 2024 s.d 28 Maret 2024. Di Badan
Pendapatan Daerah Kota Batu yang beralamat di JI. Panglima Sudirman,
Blok B, Lt,1 Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur 65313.
Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah wajib
yang harus ditempuh ole mahasiswa Program Diploma III Perpajakan. Jika
mahasiswa telah menyelesaikann minimal 106 SKS dari 111 SKS. Praktik
Kerja Nyata ini dilakukan dalam rangka penyusunan Tugas Akhir sebagai
salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Ahli Madya (A.Md.) pada
Program Studi Diploma III Perpajakan.
Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Dalam pelaksanaan praktik kerja nyata penulis di tempatkan pada
bagian pelayanan tepatnya dibagian Mall Pelayanan Publik (MPP), pada
bidang pelayanan masyarakat terkait pajak. Penulis mendapat beberapa
tugas seperti, menginput data wajib pajak pribadi atau badan dan membuat
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) baru, meregistrasi (NPWPD),
memverifikasi data yang diinput dengan laporan yang diuploud restoran,
menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), mengisi form
pendaftaran (NPWPD) baru. Semua pekerjaan menggunakan website yang
diterbitkan oleh Bapenda Kota Batu. Guna untuk memberikan pelayanan
yang baik dan transparan kepada wajib pajak. Dalam penulisan laporan

tugas akhir ini, penulis lebih tertarik dan fokus



pada pokok pembahasan prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD).
33 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data
Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata jenis data yang digunakan
yaitu sebagai berikut.
a. Data Kualitatif
Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat, kata, atau
gambar yang tidak menekankan pada angka (Sugiyono,2020:23).
b. Data Kuantitatif
Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka, simbol ataupun
bilangan. Menurut Sugiyono (2020:23) "Data kuantitatif merupakan
data yang di peroleh melalui pengukuran berdasarkan rentang atau
interval".
3.3.2 Sumber Data
Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini
adalah sebagai berikut.
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber
yang mengetahui data yang dibutuhkan oleh pencari data. Menurut
Sugiyono (2020:193) “Data primer ialah data yang didapat secara
langsung tanpa perantara”. Pada pelaksanaan kegiatan ini diperoleh
data dari pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
b. Data Skunder
Data Skunder adalah data yang didapat tidak secara langsung.
Menurut Sugiyono (2020:193) “Data skunder merupakan data yang
didapat tidak secara langsung”. Pada pelaksanaan kegiatan ini data
skunder berupa Undang-Undang Peraturan Daerah dan Retribusi
Daerah, PMK, Undang-Undang Perpajakan, Aplikasi e-NPWPD,
Aplikasi Lapor pajak dan Website Bapenda.batukota.go.id.



3.4

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan
bahan yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan, dalam
pelaksanaan kegiatan ini penulis menggunakan metode pengumpulan data
sebagai berikut.
a.Observasi
Observasi merupakan pengumpulan data dengan pengamatan objek
tertentu. Menurut Sugiyono (2020:109) “Observasi adalah suatu
pengamatan dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehar-hari dalam
kegiatan atau objek yang sedang diamati”. Pada kegiatan ini penulis
mengamati prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD), Penginputan data NPWPD baru, dan lain sebagainya.
b.Studi Pustaka
Pengumpulan data melalui studi kasus merupakan pengumpulan
data dengan mengkaji buku, literatur, catatan, maupun laporan yang
berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Wardana dkk,
2020:13). Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa refesensi terkait
peraturan perpajakan, Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
Undang-Undang Terkait Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
c. Wawancara
Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data, dengan
melakukan pertemuan antara dua orang atau lebih yang saling bertukar
informasi melalui tanya jawab sahingga mendapatkan informasi dan data
yang dibutuhkan (Sugiyono, 2020:114). Dalam pelaksanaan hal ini
penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang
mengetahui terkait data yang dibutuhkan oleh penulis seperti, Ibu
Damayanti selaku kepala bagian pelayanan, Bapak Prasetyo selaku
pegawai Bapenda, dan Ibu Anita selaku pegawai Bapenda yang mengurus

prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).



4.1

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Instansi

4.1.1 Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

Badan  Pendapatan  Daerah  merupakan  penyelenggara
pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah. Di Kota Batu Badan
Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang bertanggung
jawab kepada Wali Kota Batu melalui sekretaris daerah. Peraturan Walikota
Batu Nomor 99 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, Pemerintah Daerah
adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Setiap daerah mempunyai perangkat daerah yang berwenang
untuk mengatur kesejahteraan masyarakat di dalam daerah tersebut.

Badan Pendapata Daerah Kota Batu di dirikan untuk mengurus dan
mengelola pendapatan dari sektor pajak daerah di Kota Batu. Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu,
menjelaskan bahwa Kota Batu dulunya merupakan bagian dari wilayah kota
malang. Kota Batu secara resmi didirikan pada tahun 2001, dulunya
merupakan wilayah terkecil di kawasan malang raya. Dengan berjalannya
waktu Kota Batu mulai melakukan pembangunan untuk memajukan
daerahnya. Pembangunan tersebut mengandalkan dari sektor pariwisata,
karena Kota Batu memiliki banyak objek wisata buatan maupun alam yang
selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari dalam daerah maupun luar
daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota batu terbesar saat ini
disumbangkan oleh pendapatan dari sektor pajak. Pendapatan asli daerah
merupakan hak pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai pendapatan

daerah. Sejak tahun 2010 sektor pajak di kota batu terus mengalami



peningkatan, dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kota Batu mampu
mengoptimalkan pendapatan daerah untuk terus meningkat. Hingga saat ini
Badan Pendapatan Daerah Kota Batu terus berusaha untuk mengoptimalkan
pendapatan daerahnya dengan melakukan berbagai upaya. Badan
Pendapatan Daerah Kota Batu mengelola 9 jenis pajak daerah sebagai
berikut.

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Hotel

4. Pajak Hiburan

5. Pajak Restoran

6. Pajak Reklame

7. Pajak Air Tanah (PAT)

8.

Pajak Penerangan Jalan
9. Pajak Parkir

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

Badan pendapatan daerah Kota Batu ialah badan yang berwenang
untuk mengelola pendapatan daerah Kota Batu. Badan pendapatan daerah
Kota Batu ini memiliki beberapa tugas pokok dan tanggung jawab sebagai
lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam daerahnya. Adapun
tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu di atur dalam
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 99 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang tugas dan
fungsi.
a. Tugas Bapenda Kota Batu sebagai berikut: melakukan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah.
b. Fungsi Bapenda Kota Batu sebagai berikut:
1.Pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD);
2. Menyusun strategi dan rencana kerja tahunan;
3. Melakukan tugas dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah;
4. Mengkoordinasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
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5. Pelaksana pemungutan pajak daerah.
4.1.3 Bidang-Bidang Di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dalam melaksanakan tugasnya
memiliki beberapa bagian bidang, yaitu sebagai berikut.
1. Bidang Tata Usaha
Tata usaha di Bapenda Kota Batu memili tiga Sub Bidang yaitu sebagai
berikut.
a. Bidang Umum
Bidang ini ialah bidang yang mengurus surat menyurut yang
berhubungan dengan Bapenda kota batu, seperti mengurus surat
masuk maupun surat keluar dari Bapenda kota batu.
b. Bidang Kepegawaian
Bidang ini meliputi seluruh pegawai Bapenda kota batu, sembilan
pajak daerah yang dikelola oleh Badan pendapatan daerah kota batu
memiliki masing-masing staf yang membantu kepala badan untuk

memelayaani setiap wajib pajaknya, seperti;

1. Staf PBB

2. Staf BPHTB

3. Staf Pajak Reklame
4. Staf Pajak Hotel

5. dan lain sebagainya

c. Bidang Keuangan

Merupakan bagian yang mengurus anggaran Bapenda Kota Batu,

sebagai berikut.

a. Bendahara Pengeluaran
Orang yang bertanggung jawab atas uang belanja, mulai dari
melakukan perhitungan anggarannya sampai terealisasikan.

b. Bendahara Penerimaan
Diberikan wewenang untuk menerima, menyimpan, dan
mempertanggung jawabkan uang masuk dan diakui sebagai

pendapatan.
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2. Bidang Pelayanan, Pendataan dan Informasi

a. Bidang Pelayanan dan Pendataan bertugas untuk membantu
Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas pendataan seperti
melakukan penilan terhadap objek pajak daerah.

b. Bidang Informasi bertugas membantu kepala bidang untuk
memberikan informasi terkait perkembangan Pendapatann Asli
Daerah (PAD).

3. Bidang Penetapan, dan Penilaian

Bidang penetapan, dan penilaian bertugas untuk merencanakan,
merumuskan, mengkoordinasi, melaksanakan program, mengendalikan
kegiatan dibidang penilaian objek, penetapan serta penyelesaian
keberatan. Untuk menentukan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
harus di lakukan penilaian objek pajak terlebih dahulu oleh bidang
penilaian.

Dalam bidang penetapan, dan penilaian memili 3 pajak yang
menggunakan Official Assessment System, yaitu Pajak Air Tanah, Pajak
Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain dari tiga pajak
tersebut seperti pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran
menggunakan self essessment system. Indonesia menggunakan 3 jenis
sistem pemungutan pajak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1994 yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan subjek dan
objek pajak, sebagai berikut.

a. Self Assessment System
Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
wajib pajak sendiri untuk menentukan besaran pajak terhutang dan
dibayarkan secara mandiri.

b. Official Assessment System
sistem pemungutan dimana pemerintahlah yang menentukan
besarnya jumlah pajak terhutang kepada petugas pajak sebagai

pemungut pajak.
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c.  Withholding System
Sistem pemungutan ini melibatkan pihak ketiga yang memiliki
wewenang dalam menentukan berapa besaran pajak terhutang

wajib pajak.

4.1.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

1.

Visi

Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dengan didukung Sumber
Daya Manusia (SDM) yang profesional dan pelayanan prima.

Misi

Mengoptimalkan pendapatan daerah.

Meningkatkan kualitas manajemen atau pengelolaan pendapatan
daerah.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Meningkatkan kualitas pelayanan.

Memanfaatkan teknologi informasi.
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4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI Lampiran Peraturan Wali Kota Batu
BADAN PENDAPATAN DAERAH Nomor : 93 Tahwn 2021
_Tanggal : 3 oot 2021
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
Sumber data: Peraturan wali kota batu Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Bapenda Kota Batu.

4.2 Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Di
Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) merupakan nomor
yang dimiliki wajib pajak daerah sebagai kartu identitas dalam administrasi
perpajakan. Dalam Peratur Wali Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020 menjelaskan
bahwa NPWPD di peruntukkan terhadap wajib pajak dan usaha wajib pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak daerah. Untuk membayarkan
pajak penghasilan dari kegiatan usaha yang di jalankan wajib pajak daerah di
kota batu, di perlukan NPWPD sebagai syarat melakukan pelaporan pajak atas
penghasilannya. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD maka tidak dapat
melakukan pelaporan pajak daerah. Dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor

14 Tahun 2023 Bagi wajib pajak daerah yang tidak melaksanakan pembayaran
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pajak terhutang akan di kenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
Adapun bunga yang dimaksud adalah sebesar 2% untuk paling lama tiga
bulan, hingga pembubaran tempat usaha oleh pemerintah kota batu yang
berwenang.

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu merupakan penyelenggara
daerah dalam sektor pajak daerah dan kantor pelayanan kepada masyarakat
kota batu terkait pajak daerah, seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD). Wajib pajak melakukan pendaftaran NPWPD di Bapenda
kota batu untuk mendaftarkan usaha yang di jalankan nya menjadi wajib pajak
daerah. Namun sejak tahun 2023 Bapenda kota batu memberikan inovasi baru
yaitu pendaftaran NPWPD secara online, melalui website Bapenda. Pada
tahun 2023 pendaftaran NPWPD secara online di kota batu hanya di lakukan
3-5 orang wajib pajak saja. Hingga saat ini masih banyak masyarakat kota batu
yang kurang memahami cara pendaftaran NPWPD secara online. Dapat dilihat
pada data pendaftaran NPWPD di Bapenda kota batu mulai bulan januari-juni
2024 di bawabh ini.

4.2.1 Tabel Data NPWPD 2024 Bapenda Kota Batu

Jumlah NPWPD Yang Online Oftline
Mendaftar

Triwulan 1 (satu)

23 NPWPD 20% 30%
Tiwulan 2 (dua)
32 NPWPD 20% 30%

Gambar 4.2.1: Data NPWPD 2024 Bapenda Kota Batu
(Sumber: staf Bapenda)
Badan Pendapatan Daerah Kota Batu memiliki SOP Pelayanan
terkait pendaftaran NPWPD wajib pajak baru untuk pajak daerah secara

manual. Adapun SOP pendaftaran tersebut ialah sebagai berikut ini.
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o i Mo Tanggs| sfekti: 2 Jsnari 2023 Halsmen 1
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU
SOP - PENDAFTARAN WAIIB PAJAK BARU PAJAK DAERAH LAINNYA
Pelskans Wiura Balu
No. Uraian Prasedur _ Petugas Kasubbid | b Kabid
Wsjbpajsk | pelayannerfiatr | Pesyanan dan| | pendataandon| KepalaBadan | Kelnglopan Wakty Output
pajak Informasi M pelayanan
L |Walio Pajsk membawa/mengs: form pengajuan NEWFD dan form NPWPD, foto copy |5 Menit | Dokumen pengajuan NPWFD

membawa/mengungzah persyaratan lengkap

J

TP, KK, Foto, Alte
pendirian, NIB/Dokumen
egaltas usaha

engiap

2. |Petugss pelayanzn/verfikator pajsk memeriksa formuiir den kelengkzpan Dokumen pengsjuzn 10 Menit | Dokumen pengsjuan NPWPD
berkas NPWPD lengkap, alat tuils yang telah diverifikasi
Tidak
Ya
3 i fikztor y dta Wajib Pajak 1 Komputer 5 Menit | Hasil entry data Wajib Pajak baru
baru ke SIMPENDA I:I di SIMPENDA
4 | Kasubbid Pelayanzn dan Informasi melakukzn verfikzsi kelengkapan Dokumen pengzjuzn Smenit | Dokumen pengsjuan NPWPD
berkas permohonan <> NPWPD lengkap, alat tuils yang telah diverifikasi
5 [Petugas T Komputer, Printer 5Menit  (Draft S Pengukuhan
mencerak surat pengukuhan NFWPD m
6 |Kasubbid Pandatzzn dan Kabid Pendataan dan Pelayanan memverifikasi Kompurter, Printer 5 Menit [Draft SK Pengukuhan
dan menyetujui dokumen pengukuhan NPWPD W
7 | Kaban membubuhkan tanda tangan pada dokumen pengukuhzn NPWPD, DraftSK pengukuhan |5 Menit |SK Pengukuhan
& |Petugas Pelayanan menerima, meregister dokumen Pengukuhan NPWPD K Pengukuhan, alat tulis |5 Menit |SK Pengukuhan
9 |Petugas menyerahkan dokumen pengukuhan NFWPD pada Wajib Pajak ! 5K Pengukuhan, alat tulis |5 Menit [SK Pengukuhan
(

Gambar 4.2.2: SOP Pendaftaran NPWPD manual Bapenda Kota Batu 2024

(Sumber: bapanda.batukota.go.id)

Gambar diatas merupakan SOP pendaftaran NPWPD manual di

Bapenda kota batu, dari SOP tersebut dapat di lihat bahwa proses pendaftaran

NPWPD secara manual melalui proses yang panjang, di bandingkan dengan

pendaftaran NPWPD secara online. Maka Bapenda kota batu memberikan inovasi

baru terkait pendaftaran NPWPD secara online untuk memberikan kemudahan

kepada masyarakat kota batu. Inovasi tersebut juga merupakan salah satu upaya

pemerintah kota batu untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah kota batu.

Adapun prosedur untuk melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib

Pajak Daerah (NPWPD) secara online di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu ialah

sebagai berikut ini.

1. Langkah pertama membuka website ‘bapenda.batukota.go.id’ di halaman

google.
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2. Setelah itu akan muncul halaman utama website ‘bapenda.batukota.go.id’

seperti di bawah ini.

<« C =5 bapendabatukotago.id B A O P

e —— —_—
e-BPHTB e-NPWPD LAPOR PAJAK e-PBB

Gambar 4.2: Fitur Pendaftaran NPWPD 2024
(Sumber: bapenda.batukota.go.id)
Gambar di atas merupakan halaman awal website ‘bapenda.batu.kota.go.id’
yang menapilkan fitur e-PBB, Lapor Pajak, e-NPWPD, dan e-BPHTB. Untuk
melakukan pendaftaran NPWPD secara online menggunakan fitur ‘e-NPWPD”.

3. Setelah ‘e-NPWPD’ di klik, akan muncul gambar seperti di bawah ini.

<« C % bapendabatukota.go.id/e-NPWPD * 0O 0 :

@ Media Pembelajara... (@ Keputusan dan Peril.. (@ Grades: View @ Adobe Acrobat [ All Bookmarks

Beranda / Daftar e-NPWPD

Daftar e-NPWPD anda di sini

Masukkan Email untuk memulai proses Pendaftaran.

Email
S
« Daftar e-NPWPD N\
J (e
Pastikan Email anda dapat diakses. B N

n
ot N

Kritik & S: =
1ya Email anda akan digunakan untuk proses pendaftaran dan cek & 'Y

Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024
(Sumber: bapenda.batukota.go.id)
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Untuk memulai proses pendaftaran NPWPD wajib pajak harus mengisi email
yang akan didaftarkan. Pastikan email yang di gunakan belum pernah untuk
mendaftar sebelumnya, setelah melakukan pengisian email lalu klik (Daftar e-
NPWPD) untuk melanjutkan proses pendaftaran.

4. Selanjutnya akan muncul gambar seperti di bawah ini untuk mendapatkan
kode OTP.
® Bapenda kota Batu o :

EJ Daftar e-NPWPD anda di sini

Lengkapi Data untuk mendapatkan Kode OTP.

Email
Nama Pemohon

No WA Pemohon

Pastikan nomor Telepon / Whatsapp sesuai agar mudah untuk dihubungi.

R ST I Sudah punya akun? silakan Login

Pastikan Email anda dapat diakses.

Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024
(Sumber: bapenda.batukota.go.id)

Untuk mendapatkan kode OTP wajib pajak harus mengisi nama pemohon
dan nomor wa pemohon terlebih dahulu. Pada wajib pajak pribadi dapat mengisinya
dengan data pribadinya, namun untuk wajib pajak badan dapat mengisi dengan
nama Direktur, kepala toko, manajer ataupun seseorang yang bertanggung jawab
dalam perusahaan tersebut.

5. Kemudian kode OTP akan dikirimkan via email yang telah didaftarkan,
jika kode OTP berhasil di kirimkan maka akan di tampilkan gambar seperti

di bawah ini.

@ Bapenda Kota Batu DUH PELAYANAN BERITA NFORMAS PRODUK HUKUM ~ o O 6
Kode OTP berhasil dikirim ke email anda x
Silakan Login aplikasi e-NPWPD.
Email %
ON

Kode OTP INS

® 0N

81 Log In e-NPWPD N >

i Y
3 ®
Cek Email anda.
Kode OTP dikirimkan ke Email terdaftar anda.

Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024
(Sumber: bapenda.batukota.go.id)
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Setelah muncul tampilan seperti di atas untuk kolom kode OTP di isi sesuai kode
yang telah dikirimkan via email. Selanjutnya klik (Log In e-NPWPD).
6. Setelah berhasil Log in selanjutnya wajib pajak di arahkan untuk memilih
jenis wajib pajak yang di daftarkan, apakah sebagai wajib pajak pribadi
atau wajib pajak badan. Seperti gambar di bawah ini.

Login Berhasil, silakan lengkapi Form Pendaftaran e-NPWPD X

Silakan Pilih Jenis Pajak & Lengkapi Formulir Pendaftaran e-NPWPD

Pilih Wajib Pajak pilit ¢
Pribadi

NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana

dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal .

diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan °

hak dan kewajiban Perpajakan Daerah,

Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024

(Sumber: bapenda.batukota.go.id)

Setelah memilih jenis wajib pajak, kemudian di lanjutkan dengan mengisi formulir
pendaftaran e-NPWPD.
7. Pengisian formulir wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan memiliki
sedikit perbedaan, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.
a. Wajib Pajak Pribadi

B Bapenda Kota Batu UNDUH PELAYANAN BERITA

SISKan LengKapi Cormulr Pendaftaran el NBwWPD
Pilih Wajib Pajak ———Pilih-—— =

Formulir Wajib Pajak Pribadi

Emazail

Nama Lengkap

Alamat Lengkap

Kewarganegaraan

) WNIT (Warga Negara Indonesia)
' WINA (Warga Negara Asing)

Pas Foto UPG) § ] C Browse

Gambar 4.2;: Formulir Pendaftaran NPWPD 2024
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b. Wajib Pajak Badan

B Bapenda Kota Batu

Silakan Lengkapi Formulir Pendaftaran e-NPWPD
Pilih Wajib Pajak Pilih =

Formulir Wajib Pajak Badan

Email
Nama Pengelola

Alamat Penaelola

Kewarganegaraan @ WNI (Warga Negara Indonesia)
» WNA (Warga Negara Asing)

No.KTP/SIM/PASPOR KTP -

- <ritik 2 Sa Browse

Gambar 4.2: Formulir Pendaftaran NPWPD 2024

No.Kartu Keluarga

Browse
Pekerjaan @ pegawai Swasta < Pegawai Negeri
TN ) Pemilik Usaha
) Lainnya
Bidang Usaha - Hotel ) Parkir
) Restoran ) Pemanfaatan Air Tanah
) Hiburan ) Reklame / Biro Reklame
Nama Merk Usaha
Nama Badan Usaha
Gambar 4.2: Formulir Pendaftaran NPWPD 2024
Alamat Usaha T—
No.Telp Usaha
Akte Pendirian (PDF) Browse
SIUP / NIB (PDF)
Browse

Kewajiban Pajak Pajak Hotel | Pajak Reklame
(] Pajak Restoran 1 Pajak Air Tanah
[ Pajak Hiburan ] Pajak PPJ

Pajak Parkir

Gambar 4.2: Formulir Pendaftaran NPWPD 2024

Setelah formulir pendaftaran di isi sesuai dengan petunjuk lalu klik menu
(Daftar e-NPWPD), jika permohonan e-NPWPD berhasil maka akan muncul
gambar seperti di bawabh ini.
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EJ) e-NPWPD

22 Nama Wajib Pajak -
Alamat Email :
Ve No.Telp -
Nama Usaha -

2 Alamat Usaha :

Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024
(Sumber: bapenda.batukota.go.id)

Jika sudah di tampilkan gambar seperti di atas, maka proses pendaftaran
NPWPD online sudah selesai. Proses selanjutnya yaitu pengecekan data oleh pihak
Bapenda, jika data yang di uploud sudah sesuai dengan data yang ada maka akan di
lanjut verifikasi oleh pihak Bapenda dan SK Pengukuhan NPWPD akan dikirimkan

melalui wa yang telah didaftarkan.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan praktek kerja nyata di Badan
Pendapatan Daerah Kota Batu dengan judul “Prosedur Pendaftaran Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Di Badan Pendapatan Daerah Kota
Batu”. Dapat di simpulkan bahwa setiap wajib pajak baru harus melaporkan
dirinya serta usaha yang di jalankannya sebagai wajib pajak daerah, dan
melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Karena
NPWPD merupakan identitas administrasi wajib pajak daerah yang harus di
miliki oleh setiap wajib pajak daerah yang menjalankan kegiatan usaha.

Kepemilikan NPWPD digunakan sebagai berikut ini.

1. Melakukan pelaporan pajak terhutang oleh wajib pajak daerah atas usaha
yang di jalankan, wajib pajak daerah tersebut harus memiliki NPWPD
sebagai identitas administrasi pajak daerah.

2. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD maka tidak dapat melakukan
pelaporan pajak terhutangnya, jika tidak melaporkan pajak terhutangnya
maka wajib pajak tersebut akan di kenakan sanksi atau bunga sebesar 2%

untuk paling lama tiga bulan.

SARAN

Berdasarkan hasil dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut.

1. Proses pendaftaran NPWPD melalui digitalisasi untuk meningkatkan
efisiensi dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak daerah di
Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, direkomendasikan untuk
menyederhanakan prosedur agar semua wajib pajak dapat
melakukannya secara mandiri.

2. Peningkatan kualitas layanan dan edukasi proses pendaftaran NPWPD

untuk menjamin kepuasan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan

22



dalam pembayaran pajak daerah, Bapenda Kota Batu sebaiknya fokus
pada peningkatan kualitas layanan dan memberikan sosialisasi

terhadap prosedur pendaftaran NPWPD secara online.
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LAMPIRAN 1. DAFTAR KEGIATAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA
NYATA
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LAMPIRAN 2. TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber

Tanggal

Tempat Wawancara

Topik Pembicaraan

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

. Ibu Anita
: 16 Februari 2024
: Mall Pelayanan Publik

: Pembahasan terkait Pendaftaran NPWPD hingga

Penyetoran Pajak Daerah.

: Selamat siang ibu nita, Mohon maaf mengganggu
waktunya ibu. Apakah ibu berkenan apabila saya
mengajukan beberapa pertanyaan seputar
Pendaftaran NPWPD hingga Penyetoran Pajak
Daerah di Bapenda Kota Batu?

: lya mbak diva, silahkan.

: Baik ibu, yang pertama saya ingin bertanya terkait
apa saja pajak daerah yang di kelola oleh Bapenda

Kota Batu saat ini?

: Saat ini Bapenda Kota Batu mengelola sembilan
jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Restoran, Reklame,
Penerangan Jalan, Parkir, Hiburan, PBB P2, BPHTB
dan Air Tanah.

: Lalu upaya apa yang dilakukan Bapenda Kota Batu
untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor

pajak saat ini ya bu?



Narasumber

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber
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: Saat ini Bapenda Kota Batu menciptakan inovasi

baru untuk upaya memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat Kota Batu dengan menciptakan
website yang dapat digunakan masyarakat dalam
pengurusan beberapa pajak, serta pelaporan pajak
daerahnya.

: Untuk pelaporan pajak daerah apakah memiliki

syarat tertentu agar dapat melaporkan melalui

website yang telah di sediakan Bapenda ini ya bu?

: Kalo untuk persayaratan penggunaan website nya

tidak ada nak, siapa saja bisa mengaksesnya tapi
untuk setiap pajak yang ada di dalam website
tersebut memiliki identitas tersendiri, seperti Pajak
Bumi dan Bangunan jika ingin mengetahui PBB
nya harus mengetahui NOP (Nomor Objek Pajak)
nya, dan untuk pajak daerah lainnya yang
berjeniskan usaha menggunakan NPWPD nya, baik
jenis usaha Badan maupun Pribadi.

: Lalu untuk mendapatkan identitas tersebut apakah

dapat di buat menggunakan website yang ada bu?

: Untuk mendapatkan NOP PBB didapat apabila

wajib pajak yang bersangkutan telah melakukan
registrasi atas objek pajaknya, sedangkan NPWPD
dapat didaftarkan melalui website yang tersedia
pada fitur e-NPWPD.



Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber
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: Untuk prosedur pembayaran pajak daerah secara
online di Bapenda Kota Batu ini bagaimana ya bu?

: Untuk prosedur pembayaran pajak daerah itu harus
memiliki NPWPD sebagai kartu identitas
administrasi perpajakannya, jadi jika sudah
memiliki NPWPD maka wajib pajak dapat
melaporkan pajak daerahnya melalui fitur
laporpajak pada website bapenda.batukota.go.id.

: Lalu untuk wajib pajak daerah di kota batu ini yang

tidak memiliki NPWPD bagaimana tindak lanjut

dari pemerintah kota batu nya ya ibu?

: wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD maka

tidak dapat melakukan pelaporan pajak daerah
terhutangnya, dengan tidak melaporkan pajak
terhutangnya maka akan di kenakan sanksi atau
denda sebesar 2%. Pernyataan tersebut terdapat
dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 14 Tahun
2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

: dan untuk saat ini di Bapenda Kota Batu wajib pajak

yang telah memiliki NPWPD dikenakan

pajak berapa persen ya bu?

: Untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWPD

akan dikenakan 10% untuk pajak daerah nya, dan
bagi wajib pajak yang telat untuk menyetorkan
pajak daerahnya akan dikenakan sanksi
administrasi sebesar seratus ribu rupiah untuk wajib
pajak pribadi, dan lima ratus ribu rupiah untuk
wajib pajak badan.
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Pewawancara : Berarti kurang lebih begitu prosedur pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dan
pendaftaran NPWPD, hingga pembayaran pajak
daerah di Bapenda ini ya bu. Mungkin itu saja yang
ingin saya tanyakan, apabila ada hal lain yang ingin
saya tanyakan, saya akan menemui ibu nita, mohon
untuk bimbingannya ya bu dan terimakasih banyak

iya bu.

Narasumber . lya nak, sama-sama.
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LAMPIRAN 3. SURAT PENGANTAR PRAKTIK KERJA NYATA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

sﬂg‘"}"% RISET, DAN TEKNOLOGI
v.."

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.uncj.ac.id

Nomor : 020/UN25.1.2/5P12024 2 Januari 2024
Hal : Permohonan Kegiatan PKN

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
J1. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu
Kota Batu Jawa Timur 65313

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Fakultas
Iimu Sosial dan Ilmu Politik Universtas Jember, maka setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti
kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN).

Schubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami mengharap kesediaan Saudara memberikan
kesempaan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin.
Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan PKN yaitu :

No NAMA NIM Program Studi Kontak Person
1. | Diva Putri Suci Aprilia 210903101053 | D3 Perpajakan 0812-7933-5983
2. | Suci Meyliana Azzahra 210903101091 | D3 Perpajakan | Diva Putri Suci A.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaika

Tembusan :
Kepala Badan Pendapatan Dacrah Kota Batu




LAMPIRAN 4. SURAT PERSETUJUAN TEMPAT PRAKTIK
KERJA NYATA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DI PERPAJAKAN
Jalan Kalimantan No.37, Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 159, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342 Faksimili (0331) - 335586

LEMBAR PERSETUJUAN
PROPOSAL PRAKTIK KERJA NYATA
KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Nama Kcgiatan : Praktik Kerja Nyata

Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

Alamat : JI. Panglima Sudirman, No. 507, Pesanggarahan, Kec. Batu, Kota
Batu, Jawa Timur.

Waktu Pelaksanaan  : 15 Januari 2024 — 28 Maret 2024

Pelaksana : Diva Putri Suci Aprilia 210903101053

Suci Mcyliana AZzahra 210903101091

Bersama dengan ini kami memberi persetujuan kepada mahasiswa Fakultas llmu Sosial dan
Iimu Politik Program Studi Diploma Tiga Perpajakan untuk mclaksanakan kegiatan Praktik
Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.

Jember, 20 Desember 2023
Kctua Pelaksana

MMM Aprilia

NIM 210903101053

Menyetujui,
Ketua Jurusan llmu Administrasi Koordinator Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ilmu Sogial dan JImu Politik Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik
Uni Universitas Jember

Dr. Selfi Budi

Dr. Yuslipda Dwi Handini, S.Sos.,M.AB
NIP 197003

IP 197909192008122001

fnofio, M.Si., CIQnR., CSBA.
E0021919870210014
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LAMPIRAN 5. SURAT TUGAS PRAKTIK KERJA NYATA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id
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SURAT TUGAS
Nomor : 258/UN25.1.2/SP/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR., CSBA.
NIP : 196002191987021001
Jabatan : Dekan Fakultas Tlmu Sosial dan Iimu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas Iimu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini:

No. Nama NIM Program Studi
1. | Diva Putri Suci Aprilia 210903101053 D III Perpajakan
2. | Suci Meyliana Azzahra 210903101091 D III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 28 Maret 2024.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

uari 2024

Tembusan

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
2. Koordinator D III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang bersangkutan




LAMPIRAN 6. SURAT TUGAS DOSEN PEMBIMBING
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’

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 3024/UN25.1.2/SP/2024

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial
dan IlImu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No Nama/ NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Keterangan

Drs.Supranoto M.Si., Ph.D / :
1| NIP. 196102131988021001 Pembina TKI/IV.b | Lektor Kepala bryU

Dr.Sulaiman, M.Pd.I /
2 NIP. 760019021 Non PNS/ Non DPA

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Diva Putri Suci Aprilia,

NIM :210903101053

Jurusan :D3 Perpajakan

Judul : PENINGKATAN PELAYANAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH PBB MELALUI WEBSITE
bapenda.batukota.go.id PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Dekan

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.,CIQnR.,CSBA.
NIP. 196002191987021001

Tembusan :

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan,dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan

3. Pertinggal



LAMPIRAN 7. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata
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LAMPIRAN 8. LEMBAR NILAI PRAKTIK KERJA NYATA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.uncj.ac.id

NILAI PRAKTIK KERJA NYATA (MAGANG)
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO INDIKATOR PENILAIAN NILAI
HURUF

KA
Penguasaan Maten Tugas %
Kemampuan / Kerjasama g‘]
97

Etika og
Disiplin
NILAI RATA-RATA 29897

ol wl |-

> > >(>

Identitas mahasiswa yang dinflai :

Nama : Diva Putri Suci Aprilia
NIM : 210903101053
Jurusan : Nmu Admnistrasi
Program Studi : DI Perpajakan

0s5D«5
SsDE<% SANGAT

.-q.-.-u-a
nﬁcQal-t»i

<45




LAMPIRAN 9. DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 - Jember 68121
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. : (0331) 339029, 337422

Laman : www.unej.ac.id

TANGGAL KETERANGAN STATUS PEMBIMBING
Selasa, 14 Mei 2024 konsul dg revisi judul Disetujui Dr.Sulaiman, M.Pd.I
Selasa, 14 Mei 2024 Bagus Disetujui Drs.Supranoto M.Si., Ph.D
Selasa, 21 Mei 2024 Oke Disetujui Drs.Supranoto M.Si., Ph.D
Rabu, 22 Mei 2024 Oke Disetujui Drs.Supranoto M.Si., Ph.D
Kamis, 30 Mei 2024 Oke Disetujui Drs.Supranoto M.Si., Ph.D
Selasa, 04 Juni 2024 revisi dg tepat Disetujui Dr.Sulaiman, M.Pd.I
Kamis, 06 Juni 2024 Oke Disetujui Drs.Supranoto M.Si., Ph.D
Jum'at, 07 Juni 2024 acc dg catatan revisi Disetujui Dr.Sulaiman, M.Pd.I
Jum'at, 07 Juni 2024 Oke Disetujui Drs.Supranoto M.Si.,, Ph.D

Jember, 13 Juni 2024
Dosen Pembimbing Utama,

Drs.Supranoto M.Si., Ph.D
NIP 196102131988021001
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LAMPIRAN 10. DOKUMENTASI PRAKTIK KERJA NYATA
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LAMPIRAN 11. DOKUMENTASI SUPERVISI PRAKTIK KERJA
NYATA




LAMPIRAN 12. UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN 2021

* SALINAN

PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
adid, makmur, dan scjahtera berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik I[ndonesia
Tahun 1945 yang menjunjung unggl bak dan kewajiban
wargs negara dan penduduk Indonesia, periu
menempatkan perpajakan sebagal salah satu perwujudan
kewajiban  Kencgaraan dalam  upaya peningkatan
kessjahteraan, keadilan, dan pembangunan sosal;

5.  bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perckonomian
yang berkelanjutan dan  mendukung percepatan
pemulihan perckonomian, diperiukan strategi konsolidasi
fiskal yang berfokus pada perbaikan delisit anggaran dan
peningkatan rusio pajak, yang antora lain dilakukan
melalui  penerapan  kebijakan peningkatan  kinerja
pencrimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan,
peningkatan  basis  perpajakan, pencipiasn  sistem
perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan
Xepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela
Wajib Pajak;

c. bahwa untuk mencrapkan strategi konsolidasi fiskal vang
berfoleus  pada  perbakan  defisit  anggaran  dan
peningkatan rasico pajak sebagaimana dimseksud dalam
huruf b, diperlukan penyesunian kebijakan di bidang
kKetentuan umum dan tals cara perpajakan, pajak
penghasilan, pejek pertambahan nulal, dan cukai serta
pengaturan mengens) paak karbon dan kebijukan berupa
program pengungkapan sukarcla Wajib Pajak dalam 1
{saru} Undany-Undang sccara komprehensif;

d bahwas
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Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (la), Pasal 2 ayat (5) dihapus, serta
ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10) schingga
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(1a)

()

@)

(4)

Pasal 2

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan wajib
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal
atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang
merupakan penduduk Indonesia menggunakan
nomor induk kependudukan.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai
pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib
melaporkan usahanya pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan
tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:

a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan
usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan
ayat (2); dan/atau

b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak
orang pribadi pengusaha tertentu.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok

Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha

Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau

Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan

kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan/atau ayat (2).

(4a) Kewajiban ...
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LAMPIRAN 13. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 27 TAHUN

2021

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BATU

NOMOR 99 TAHUN 2021

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALI KOTA BATU,

bahwa sehubungan dengan Implementasi Program
Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, perlu
melakukan  perubahan  terhadap nomenklatur,
uraian tugas dan fungsl pada Badan Pendapatan
Daerah,

bahwa Peraturan Walli Kota Batu Nomor 127 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uralan Tugas dan Fungsl, serta Tata Kerjn Badan
Pendapatan  Daerah  tidak  sesunl  dengan
perkembangan  peraturan  perundang-undangan,
schingga perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan  Peraturan Wall  Kota  tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uralan Tugas

dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan

Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001  tentang
Pembentukan  Kota  Batu  (Lembaran  Negam
Republik  Indonesia  Tahun 2001 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41 18);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5404);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambsahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedus atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
. Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

. PERATURAN WALl KOTA TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Daerah Kota Batu,

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu,

3. Wali Kota adalah Wali Kota Baty,

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kota Batu sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah,

5. Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

DPRD menurut asas  otonomi dan  tugas
Had 3 dan 29 huluman



10

14,

16,

17.

pembantuan  dengan  prinsip  otonoml  scluas-
luasnys dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesin scbagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Kepala
Dacrah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daecrah yang sclanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerjn Perangkat
Daerah Kota Batu,

Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Batu,

Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota
Batu,

Kepala Badan adalabh Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Batu,

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnys
disingkat UPTH adalah unsur pelaksana kegiatan
teknin  operasional dan  atau  kegiatan  teknis
penunjang Badan,

Jabatan Fungsional adalah  sckelompok  jabatan
yvang berisl fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan  fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

. Organisasi adalah  penyusunan dan  pengaturan

berbagal bagian  wschingga semuanyn  menjadi
kKesatuan yang teratur.

Tata Kerjan adalall segala sesuatu yang mengenal
pengurusan  dan  pelaksanann  kegiatan  sustu
organisasi.

Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk
menentukan  atau  mengambil  kebijakan  dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat  APBD  adalah  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

Pajak Dacrah adalah juran wajib yang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah
tanpa imbalan langsung yvang seimbang yang dapat
dipaksakan berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan, yang digunakan untuk  membiayal
penyelenggnrann Pemerintahan  Daecrah dan

Pembangunan Daerah.
a4 e 20 hinlamnnn
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LAMPIRAN 14. PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMO

PER- 04/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 04/p)/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN

PENGUSAHA KENA PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
a,  bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pelaporan

usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak telah diatur
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/P)/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Penqukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta
Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/P)/2018;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu
dilakukan penggantian atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/P)/2013 tentang Tata
Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan
Penqusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/P)/2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Penqusaha Kena Pajak, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok
Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajek;

Mengingat :

1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Penqukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta
Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang
KUP, adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh, adalah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kall

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,

3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang selanjutnya
disebut Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,

4, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB, adalah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan,

5. Administrasi NPWP adalah tata laksana yang meliputi pendaftaran Wajib Pajak, perubahan data Wajib
Pajak, pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar, penetapan Wajib Pajak Non-Efektif, pengaktifan
kembali Wajib Pajak Non-Efektif, dan penghapusan NPWP.

6, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemunqut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan,

7. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang diperqunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

8. Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yang
selanjutnya disebut Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, adalah Wajib Pajak warisan yang belum
terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan,

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sostal politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk
kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi (joint Operation), serta kantor
perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama, °

10, Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi
pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran,

11, Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak.

12, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, yang selanjutnya disingkat KP2KP, adalah
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
keoada Keoala KPP Pratama.
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(1)
@)

G)
4)

(3)

(6)

U
(8)

BABII
ADMINISTRASI NPWP

Bagian Kesaty
Pendattaran Waji Pajak

Paragraf 1
Tempat Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 2

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan dir

untuk diberikan NPWP,

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

. Wajib Pajak orang pribadi;

b Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;

¢ Wajib Pajak Badan; dan

d. Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib mendaftarkan diri pada

KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi.

Tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan menurut keadaan yang sebenarmya,

yakni:

2 tempat tinggal tetap orang pribadi beserta keluarganya;

b, tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan, dalam hal orang pribadi tersebut:
1. mempunyai tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a di 2 (dua)

tempat atau lebih; atau

2. tidak mempunyai tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada huruf ;
atau

¢ tempatorang pribadi lebih lama tinggal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kalender terakhir,
dalam hal tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan sebagaimana dimaksud
pada huruf b tidak dapat ditentukan,

Wajb Pajak Warisan Belum Terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib mendaftarkan

diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi yang

meninggalkan warisan,
Tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya,
yakni:
a.  tempattinggal tetap Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan beserta keluarganya
sebelum meningggal dunia; atau
b, tempat pusat kepentingan ekonomi harta warisan berada, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi
yang meninggalkan warisan tersebut;
1. mempunyai tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada huruf  di 2 (dua)
tempat atau lebih; atau
2. tidak mempunyai tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ wajib mendaftarkan diri pada KPP atau
KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Badan,
Tempat kedudukan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan menurut keadaan yang
sebenarnya, yakni:
3, tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada sebagaimana tercantum
dalam:
1. akta atau dokumen pendirian dan perubahannya;
surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
dokumen izin usaha dan/atau kegiatan;
surat keterangan tempat kegiatan usaha; atau
perjanjian kerja sama bagi bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
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(1)
@

()

(4)

Paragraf 2
Fungsi NPWP

Pasal 6

NPWP merupakan nomor identitas yanq digunakan Wajib Pajak dalam administrasi pelaksanaan hak
dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan,
Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain berupa administrasi:

a. pembayaran Pajak Penghasilan bagi orang pribadi atau Badan;

b, pemotongan atau pemunqutan Pajak Penghasilan;

€. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai;

d. pembayaran PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor
Pertambangan Mineral atau Batubara, dan PBB Sektor Lainnya; dan/atau

e penyetoran Bea Meterai,

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama Operasi (Joint
Operation), meliputi:

pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Badan atas nama Kerja Sama Operasi (Joint
Operation) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan;

pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan/atau
pemungutan Pajak Pertambahan Nifai, dalam hal Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atas nama Kerja Sama
Operasi (Joint Operation) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pajak Pertambahan Nilai,

Kewajlban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Instansi Pemerintah, meliputi:

pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai terutang
atas pembayaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau APB Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pemotongan atau pemunqutan Pajak Penghasilan dan
Pajak Pertambahan Nilei; dan/atau

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal kantor atau satuan kerja kementerian negara,
lembaga, pemerintah daerah, atau desa melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Pertambahan Nilai.
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